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Perihal . Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Sragen TA 2017

Yth. Bupati Sragen
di
Sragen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolagn dan
Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Kcuangan (BPK)
telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen labun
Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perunahan Saldo
Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ikuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuengan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkepan, kepatuhan terkadap
peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen 1A
2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar

Tanpa Pengecualian™ atas Laporan Keuangan Pemerintah Provisi/ Kabupaten Sragen Tahun
Anggaran 2017,

2, Sistem Pengendalian Intern
BPK menemukan adanya kelemakan sistem pengendalian intern dalam penyusunan
laporan keuangan. antara lain:

1) Pengelolaan Atas Dana Bantuan Opcerasional Sckolah (BOS) TA 2017 Belum Tertib yang
mengakibatkan realisasi belanja yang melebihi anggaran sehingga APBD tidak mempunyai
fungsi otorisasi, perencanaan maupun pengawasan dan sekolah tidak dapat merealisasikan
belanja sesuai dengan dana yang menjadi haknya,

2) Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Kabupaten
Sragen Tidak Memadai yang mengakibatkan pemberian BKK pada Kasupaten Sragen
berpotensi membebani keuangan dacrah dan berpotensi disalahgunakan.

Berdasarkan kelemahan terscbut, BFK merckomendasikan Bupati agar memerintahkan
kepada;

1) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

a. Menginstruksikan Tim Manajemen BOS untuk melakukan pembinaan, pemantauan, dan
monitoring pengelolaan dana BOS melalui kegiatan sosialisasi tata cara penganggaran



dan pertanggungjawaban dana BOS serta pemantauan atas pencrimaan dana BOS
berdasarkan alokasi SK Gubernur ; dan

b. Kepala Sckolah terkait agar cermat dalam melakukan pertangzungjawaban pencrimaan

dan belanja dana BOS sesuai dengan anggaran yang teluh ditetapkan serta memedomani
ketentuan penatausahaan keuangan dana BOS;

2) Memerintahkan TAPD Kabupaten Sragen supaya dalam menganggarkan Belanja BKK
memedomani ketentuan terkait penganggaran.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1) Kelebihan Perhitungan atas Tunjangan Komunikasi Intensit dan Tunjangan Reses bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kelebihzan Perhitungan Dana Operasional bagi
Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen TA 2017 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
sebesar Rp836,64 juta;

2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Tidak Memadai diantaranya Terdapat
Kekurangan Volume, Kelebihan Perhitungan Harga, Tidak Sesuai dengan Kondis: Riil,
dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
sebesar Rpl,26 milyar,

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merckomendasixan kepada Bupati Sragen
agar memerintahkan kepada;

1) Sekretaris DPRD agar menarik kelebihan bayar kepada pihak-pihak terkait dengan
menyetorkan ke kas daerah atau memperhitungkan kelebihan bayar terschut pada
pembayaran periode berikutnya sebesar Rp836,64 Juta;

2) Menginstruksikan Kepala Desa dan TPK terkait, agar mempertanggungjawabkan sclisih
perhitungan volume dan pcrtanggunglgwaban dengan menyetorkan ke kas dacrah sebusar
Rp1,26 milyar,

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 63A/1HP/BPK/X VIILSM/05/2018. 1
Sistem Pengendalian Intern Nomor 63Bf'Ll'WKBl‘KfXV[II.SMG!USE?C!8, day Laporan lasil
Pemeriksaan  atas  Kepatuhan Terhadap  Peraturan Perundang-undangan ~ Nomor
63C/LHP/BPK/XVIIL.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 23 Mei 2018, -

Scsuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 |'ahun 2014, jawaban atau penjelasan
kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjusamanya, diucapkan terima kasih.
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Anggota V BPK:

Auditor Utama KN V BPK;

Inspektur Utama BPK:

Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
Inspektur Kabupatan Sragen.
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